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Penghasilan Jasa Konstruksi ~ Sektor jasa konstruksi mampu menyumbang
PDB nasional pada tahun 2021 sebesar 10,44%.
Namun, kontribusi tersebut dinilai masih terlalu
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deskriptif serta teknik pengumpulan data library
research. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
dasar perubahan PPh final menjadi non final
pada jasa konstruksi dan meningkatkan tax
compliance melalui penyelenggaraan pembukuan
sebagai perluasan basis pajak.
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PENDAHULUAN

Sektor jasa konstruksi turut menyumbang tingkat Produk Domestik
Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, PDB sektor konstruksi atas
dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1,77 kuadriliun pada 2021. Sektor ini
merupakan urutan keempat setelah industri pengolahan, pertanian, dan
perdagangan besar dan eceran sebagai sektor dengan kontribusi terbesar pada
PDB 2021, yaitu sebesar 10,44 % (Katadata, 2021). Jika diukur menurut PDB atas
dasar harga konstan (ADHK) 2010, sektor konstruksi tumbuh 2,81% pada 2021
dari tahun sebelumnya.

Realita bahwa sektor jasa konstruksi menjadi penyumbang PDB
Indonesia ternyata kontras kontribusinya dalam sektor perpajakan (Widisanti,
et al., 2018). Ketimpangan antara penerimaan pajak dengan ukuran PDB karena
ada celah yang dimanfaatkan perusahaan jasa konstruksi guna memperkecil
atau bahkan tidak membayar pajak. Oleh karena itu, guna mengatasi sektor jasa
konstruksi yang memperkecil laba atau tidak membayar pajak melalui
peningkatan tingkat kepatuhan pajak dengan pengalihan sifat sektor jasa
konstruksi menjadi non final. Hal ini sesuai dengan usaha pemerintah dalam
merespon Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Namun, hal tersebut belum secara
tegas menyatakan bahwa akan dilaksanakan perubahan kebijakan karena
masih mempertimbangkan faktor risiko dan peluang yang kemungkinan
terjadi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan pajak
tahun 2020 masih lebih rendah dari target yang dipatok, yaitu sebesar 83%
(Juliana, 2020). Merespon tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, maka
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP)
jasa konstruksi melalui kemampuan melakukan pembukuan. Menurut
penelitian Adiningtyas dan Zulaikha (2018), adanya kewajiban melakukan
pembukuan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.
Dengan adanya pembukuan mendorong usaha jasa konstruksi mampu
menganalisis setiap transaksinya dengan benar dan mendorong tingkat
kepatuhan pajak.

Permasalahan usaha jasa konstruksi yang sering mengaku rugi, namun
belum tentu rugi, kebanyakan tidak mau membayar pajak atau membayar
dengan jumlah kecil sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan pajak rendah.
Pemerintah memberikan kebijakan yang mampu mengatasi masalah tersebut
dengan menerapkan Alternative Minimum Tax (AMT). DDTC (2020),
menjelaskan mengenai AMT digunakan sebagai basis penghasilan kena pajak.
DJP mengusulkan adanya pengaturan AMT agar menciptakan keadilan bagi
Wajib Pajak yang patuh. DJP juga mendorong badan usaha menyelenggarakan
pembukuan melalui AMT. Besaran tarif AMT dikenakan sebesar 1% dari
penghasilan bruto. Menteri Keuangan memutuskan perusahaan jasa konstruksi
yang mengalami kerugian akan menggunakan AMT. Namun, hal ini belum
maksimal penggunaanya sebab masih ada perusahaan jasa konstruksi yang
dengan sengaja mengaku rugi.
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Sistematika pelaksanaan kewajiban PPh sektor jasa konstruksi diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 10 D pada PP No. 9
Tahun 2022 disebutkan bahwa pengenaan pajak penghasilan bersifat final akan
dievaluasi kembali setelah 3 tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut.
Sebab, pengenaan pajak penghasilan final dirasa belum maksimal pada
perekonomian sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali.

Penurunan penerimaan negara yang disebabkan PPh final jasa
konstruksi, maka diperlukan inisiasi perubahan sifat menjadi non final.
Perusahaan jasa konstruksi yang mengalami kerugian tetap dapat
menggunakan skema AMT. Berdasarkan penelitian ini terdapat keterbaharuan,
yaitu mengidentifikasi peraturan mengenai AMT, peralihan PPh final ke non
final jasa konstruksi dan perlakuan pembukuan jasa konstruksi. Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis potensi PPh non final dan penegasan
kebijakan AMT guna meningkatkan kepatuhan pajak. Cakupan pembahasan
meliputi: 1) Potensi penggunaan PPh non final jasa konstruksi; 2) Kondisi jasa
konstruksi dan evaluasi kepatuhan pajak, dan 3) Analisis risiko dan peluang
PPh non final jasa konstruksi. Hasil penelitian diharapkan mampu
berkontribusi secara teoritis untuk mendukung keputusan evaluasi kebijakan
pemerintah beralih ke non final sebagai sarana perluasan basis pajak. Selain itu,
penelitian ini juga mempertegas peralihan tarif final menjadi non final karena
adanya kerugian fiktif perusahaan jasa konstruksi sehingga berpengaruh ke tax
compliance.

TINJAUAN PUSTAKA

Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 1 ayat 1, konstruksi adalah rangkaian
untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian
dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya
menyatu dengan tanah. Lebih lanjut, pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa jasa
konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan
konstruksi. Sementara itu, konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan
atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perancangan, pengawasan,
dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan yang tercantum
dalam Pasal 1 ayat 4 PP No. 14 Tahun 2021. Usaha jasa konstruksi memiliki
kaitan dengan sertifikat, sertifikat ini memiliki pengaruh besar dalam
pemotongan pajak perusahaan, yaitu yaitu sertifikat badan usaha dan sertifikat
kompetensi kerja (Mahera 2022).

Tax Compliance

Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah suatu kondisi yang terjadi pada
WP dalam memahami semua norma perpajakan dan berusaha untuk mematuhi
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semua kewajiban perpajakan, dimulai dengan lengkap dan harus mengisi
surat-surat pajak, menghitung dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan
seterusnya (Hanifah & Yudianto, 2019). Ada dua jenis kepatuhan utama, yaitu
(1) kepatuhan formal, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai
dengan ketentuan undang-undang perpajakan; dan (2) kepatuhan material, di
mana wajib pajak secara substantif atau pada hakikatnya memenuhi semua
ketentuan materil perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa hukum
perpajakan (Nurmantu, 2010).

Latar belakang kepatuhan membayar pajak tergantung pada jenis
motivasi masing-masing (Slemrod, 2019). Penegakan mempengaruhi mereka
yang dimotivasi oleh insentif ekstrinsik, sementara dorongan yang
menyinggung misalnya, norma sosial dapat meningkatkan kepatuhan di antara
pembayar pajak yang termotivasi secara intrinsik (Luttmer & Singhal, 2014).
WP yang hanya lupa membayar mungkin lebih cenderung membayar hanya
dengan menerima pengingat sederhana (Andersson, 2023).

Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh)
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh merupakan pembebanan pajak pada
orang perorangan maupun badan atas dasar jumlah pendapatan yang
didapatkan maupun dimiliki selama satu tahun. Pada tahun 2022 pemerintah
mengeluarkan aturan terbaru mengenai PPh atas penghasilan jasa konstruksi,
yaitu pada PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 51
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi. Peraturan PPh final yang terapkan akan berlaku dalam jangka
waktu 3 tahun. Aturan tersebut merevisi beberapa ketentuan, salah satunya
mengenai klasifikasi usaha jasa konstruksi beserta perubahan tarifnya yang
terangkum dalam tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi PP No. 9 Tahun 2022

Jasa Sertifikat Badan Sertifikat Kompetensi Kerja Tarif
Konstruksi Usaha/Kualifikasi (Perseorangan) Prh
Final
Pekerjaan Memiliki/ Kecil Memiliki 1,75%
Konstruksi 1
Memiliki/ Menengah, 2,65%
Besar, Spesialis
Tidak Memiliki Tidak Memiliki 4,00%
Pekerjoan Memiliki 2,65%
Konstruksi
Integrasi Tidak Memiliki 4,00%
Konsultasi Memiliki Memiliki 3,50%
Konstruksi T
Tidak Memiliki lNdak Memiliki 6,00%

Sumber: Herdona (DDTC, 2022)
Alternative Minimum Tax
Alternative Minimum Tax (AMT) pertama kali diperkenalkan pada tahun
1969 melalui Tax Reform Act oleh Presiden Lyndon B. Johnson sebagai upaya
untuk mencegah sejumlah orang kaya dan perusahaan besar menghindari
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pembayaran pajak federal. Saat itu, beberapa orang kaya dapat memanipulasi
sistem pajak federal dan menggunakan banyak pengurangan pajak untuk
membayar pajak yang rendah atau bahkan tidak membayar sama sekali
(Dworin, 1987). Pada saat ini, praktik seperti manipulasi transfer pricing,
pembayaran bunga utang yang terlalu berlebihan, hingga hybrid instrument
merupakan beberapa skema bentuk penghindaran pajak perusahaan sehingga
memungkinkan untuk membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak
membayar sama sekali karena adanya kerugian artifisial yang diciptakannya
(Kristiaji, 2018).

AMT merupakan bentuk kode pajak paralel, artinya sistem pengenaan
pajak yang berjalan secara sejajar atau sejalan dengan sistem pajak utama,
namun memiliki aturan dan tarif pajak yang berbeda. Wajib Pajak harus
menghitung kewajiban mereka berdasarkan AMT dan Kode Pajak lainnya dan
membayar jumlah mana yang lebih tinggi. Secara umum, AMT memiliki basis
yang lebih luas tetapi tingkat progresifnya sedikit lebih rendah. Banyak item
pengurang pajak penghasilan standar tidak mempengaruhi besaran kewajiban
AMT karena AMT melarang beberapa jenis pemotongan dan kredit sistem
pajak standar (Brown, 2017). AMT berperan dalam menjamin bahwa
setidaknya perusahaan membayar “suatu nilai minimum pajak” kepada negara
atau sebagai safequard. AMT berpotensi bermanfaat sebagai efek yang
menangkal patologi anggaran negara selama siklus bisnis. Kewajiban AMT
meningkat dengan pendapatan dan bertindak untuk menghilangkan subsidi
pajak federal untuk peningkatan pendapatan negara (Galle & Klick, 2010).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui teknik
pengumpulan library research. Teknik pengumpulan library research, yaitu suatu
metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari berbagai
teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed
dalam Fadli (2021), terdapat empat tahap studi pustaka, yaitu mempersiapkan
perlengkapan alat yang diperlukan, mempersiapkan bibliografi kerja,
mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu potential analysis, tax
compliance analysis, risk analysis dan opportunity analysis. Pengumpulan data
dengan mencari bahan pendukung dan merekonstruksi berbagai sumber yang
digunakan, yaitu berupa riset yang telah dipublikasikan, buku teks, surat
kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

HASIL PENELITIAN
Perumusan masalah diawali dengan rendahnya tax compliance wajib
pajak jasa konstruksi yang menjadi critical variable. Penelitian ini menghimpun
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sumber data-data sekunder untuk menganalisis kebijakan pajak yang tepat
melalui simulasi perhitungan PPh final menjadi PPh non final atas 3 skema
tarif, yakni PPh final tarif AMT sebesar 1%, tarif pajak final pada PP No. 9
Tahun 2022 sesuai sertifikat atau klasifikasi usaha, dan tarif pajak non final
pada Pasal 17 UU PPh sebesar 22%. Hal ini ditujukan untuk menghitung
sejumlah potensi penerimaan pajak atas jasa konstruksi dengan akumulasi
jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia dan efektivitas pengenaan jenis tarif.
Perbandingan dilakukan dengan berbagai jenis tarif pajak yang sebelumnya
final menjadi non final untuk mengetahui kekuatan atas implementasi
kebijakan yang tepat pada sektor jasa konstruksi. Besaran potensi yang didapat
pada ketiga kategori pengenaan tarif tersebut menjadi landasan pemerintah
untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi dengan kepastian hukum sehingga
akan menciptakan siklus tax compliance yang tinggi.

Simulasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Melalui Skema
Alternative Minimum Tax

Analisis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2022) pada
tahun 2019 hingga 2022 atas jumlah perusahaan jasa konstruksi dari kualifikasi
kecil, menengah, dan besar serta memiliki atau tidak memiliki sertifikat badan
usaha. Keterbatasan data pada tahun 2023 hingga 2025, dilakukan proyeksi dari
peningkatan jumlah jasa konstruksi tiap tahunnya. Kenaikan secara tajam
terjadi dengan persentase 26,59% tiap jenis sertifikat badan usaha atau
kualifikasi dihitung per tahun (Wijayanto, 2022). Identifikasi jumlah peredaran
bruto merujuk pada data sekunder yang diperoleh melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (2023) serta penelitian yang
dilakukan Zulaika & Novitasari (2013), kemudian menggunakan penelitian
yang dilakukan Pertiwi (2016) yang diproyeksikan atas peningkatan jumlah
peredaran bruto. Acuan data yang digunakan dengan mengaplikasikan jumlah
rata-rata perusahaan jasa konstruksi dan peredaran bruto usaha.
Tabel 2. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Tarif AMT

Tabun Jasa | Sertafikat Badan Jumstah Jumiah | Tanf Peshitungan
Nonstraksi Usaha / Kuadifikasd Perusahasn  Pereduran AMT
Komstrhst Pruts
! ! : ! :
Pekenaan Menuiiki | Keal 15450 6M % 1AW M~ 1107 Tx]

Merati ¥, THO 15M 1 .78 x 15 M =351,7Tw1

Dichak Memiliki v 00 "M DO X B M =72 Tx 1% =N

Pedaraan Mermalza: adN) oM

- 3299 M
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| Pekenaar | Memuliki ) 590 &M . 2B x 6O M = 1A7EN T« 1% |
| K 13 |
| o [ 1
Titak Mozt 3 15 am 1% 110 x 23 M= 22905 T x 1%
12995 M
| Konsultas T ) 54 cAM 1% (2540 x 64 M« 16256 Tx 1% |
Kaonstrukst 1 o M |
Tidak Mesniik 3470 WM |
TR U Murmitikt [ Kectl 21350 M
| Ko
4 4 { 4 |
Mermlika 38 300 15M i BWIAOx IEM=8128T x 1
Menengah Besa: - 61287
Tudak Mezrulahs 100 aM LR 10100 x M =09 T = 1%
a8 M
! } {
Mermniliki 3 X ™M A0 T M= BAT v 1% =
BM
Tiatak Memniioa LR SM s 10 x75M
) M
| Konsultas Mesulibi 3 0 &M - 10 x 65 M = 2080 T » 1%
| Korotruks 65 M !
| \ \ \ {
Thtak Mesnitika 592 oM * |
MG | Peburjaan Mernbiki | Kecil 24 500 8M % Txl |
1oz =alis T cahern 1 eadai ] <& | . oy
| Mesntiia T 1M 11 5 o1
[ Merengah, Becac 1 8T
| Sppessalin
} \ { \ {
| Todak Mermabihs 11850 oM 1%
Pelierjaan | Meslidy 21 oM 1%
Koostrohe
[rvtwrras -
Tadad Mereaidc 6210 M 1%
| Mesalida 492 1M 1%
Tadak Mernddo S50 &3M 1%

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan simulasi tabel 2. menunjukkan jika total penerimaan pada
tahun 2022 sebesar Rp7.929,5 triliun, tahun 2023 sebesar Rp8.739,9 Triliun,
tahun 2024 sebesar Rp9.327,13 triliun dan pada tahun 2025 sebesar Rp12.065.830
triliun. Total penerimaan pajak tertinggi berada pada pekerjaan konstruksi
(memiliki menengah, besar dan spesialis) dan total penerimaan pajak terendah
berada pada konsultasi konstruksi (memiliki).

Tabel 3. Persentase Peningkatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Tarif
AMT

Tahan [ Jasa Konstruksi [ Sertifikal Badan Usaha / Kualifikasi [ Persentase Peningkatan

2022. 2025 ' Pekenjaan Konstruksi | Memiliki / Kecil [ 0.5%
? Memiliki / Menengaly, Besar, Spesialis 0.3%

' Tidak Memiliki 7 [ 0,6
j Pekeraan Konstruksi ’ Moniliki 1,914%

| Integrast Turhlr. Memulda [ 1 5';
j’}\un:nl!.m Konstruks \iv;lzlllkx o [ I."V11'~

: iil;.lk. h{t'uuixl:: [ B |,.‘: 3

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3. persentase kenaikan tertinggi atas simulasi berada
pada pekerjaan konstruksi integrasi (memiliki) sebesar 1,914% dan persentase
kenaikan terendah berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki/menengah,
besar, spesialis) sebesar 0,3%.
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Simulasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Skema Final dengan
Evaluasi selama 3 tahun

Analisis data yang digunakan berdasarkan jumlah rata-rata perusahaan
jasa konstruksi dan nilai kontrak usaha. Sama halnya dengan perhitungan
simulasi pada tarif AMT untuk menentukan besaran jumlah perusahaan jasa
konstruksi dan nilai kontrak usaha jasa konstruksi.

Tabel 4. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Final
Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022

| | | |

Takun Jasa Sertifikat Badan | Jumlah Nital Tard | Perhitungan
Konstruksi Usaba / Kealifikas: | Perusabain Kontrak e
| Komstruksi Fimal
02 |Pekeraan | 1798
| Konatruks m——
45
Menengaly Besar ‘ ‘ ‘
Spesialis
Tidak Memisas [ 9000 | &M | 2% [0000x8M=2480T
| Pudwryaan Mt | A [ 5M | 265% | 250 6M=4I81TM
| Konstrusal — = — =
ol Tickak Metralsbs | 250 | M| 4% | 2500xTM=T0M
F——
| 4 { { ‘
| Konsuitass Megulss | * 00 | oM l 355 | 20M0x6M=137M
| Konateuiss 1 1 t
\ Tickuk Meselihs \ \ \
202 | Pedsrgasn Marnildhs | Keal |
| Konstrus |
| Memibds
Menengals Besa
Speaalis
L
1 Pekeraan
’ Konstaudsd
oo
‘{ =
| Ko i Megulss
Konstrusa
[ Tiak Merralsis
004 | Pekeryman Memiliks / Kecil
Xonstrukst P
Meaniliki
Meneogal, Desar
Spediss
Talak Memniliki
¥ Memniliki
Tadak Memiliks
| Xewrultas Motniliki
Kemwtruksik ———————
Tidak Memiliki
2025 | Pekeran Meniliki / Kecil

| Keswtruksi

Memiliki
Menengah, Besar

Spesiales

= . + - ~{

Didak Menulik 1180 10M

Pekenaan Memiliki S0 oM
Kewwtruks | | ! |
intezras) Tidak Memiliki | &xo EM |
5 | | | |
Memmiliki | 1920 TAM ) |

Sumber: Diolah penulis (2023)

Merujuk pada tabel 3. menunjukkan total penerimaan pada tahun 2022
sebesar Rp21.771,67 triliun, tahun 2023 sebesar Rp24.214,928 triliun, tahun 2024
sebesar Rp26.524,67 triliun, dan pada tahun 2025 sebesar Rp33.974,455 triliun.
Total penerimaan pajak tertinggi berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki
menengah, besar dan spesialis) dan total penerimaan pajak terendah berada
pada pekerjaan konstruksi terintegrasi (memiliki).
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Tabel 5. Persentase Peningkatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi
Final Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022

Tahun Jasa Konstruksi Sertifikat Badan Usaha / Kualifikasi Persentase Peningkatan
20222025 |Pekerjaan Konstruksi | Memiliki / Keil 13%
Memiliki / Menengah, Besar, 08%
Spesialis
Tidak Memuliki 26%
Pekerjaan Konstruks: Memuliks 5%
| Inteprasi
; Tidak Memiliki 7%
| Konsultas: Konstruksi Memuliki 67%
Tidak Memiliki 10%

Sumber: Diolah penulis (2023)
Berdasarkan tabel 5. persentase kenaikan tertinggi atas simulasi berada

pada pekerjaan konsultasi konstruksi (tidak memiliki) sebesar 10% dan
persentase  kenaikan terendah berada pada pekerjaan konstruksi
(memiliki/ menengah, besar, spesialis) sebesar 0,8%.

Simulasi Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Skema Aturan Baru
Non Final untuk Badan

Data yang digunakan diambil jumlah rata-rata perusahaan jasa
konstruksi dan peredaran bruto usaha. Penggunaan biaya operasional jasa
konstruksi merujuk pada laporan realisasi kinerja Kementerian PUPR (2020)
dan buku informasi statistik infrastruktur PUPR (2021) serta penelitian yang
dilakukan oleh Kusuma & Dewi (2019). Data perhitungan simulasi terdapat
kesamaan jumlah perusahaan jasa konstruksi dan nilai kontrak usaha jasa
konstruksi pada tarif AMT maupun tarif final.

Tabel 6. Simulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi PPh Non

.
Final Pasal 17 UU PPh
I [ | T I T
Tabhun } Jasa | Sertifikat Badan Jamlah | Jwmlah Blaya | Tactf PPh | Perhitungan
Konstruksi | Usaba /Kealifikasi | Perssabaan | Peredaran | Operssional Noa
Konstrakst | Brute Final
. . { { 4
N Pekerpan Memibss / Kecd 15450 oM 00 225
Konstraka
36, TH M M
Tudak Merralieg 9,000 M IM
Pekespan | Memitiis 2630 | oM N0 e
Tidsk Mersitika 1500 ™ 00 | 2% [250x7TM -
1700 T - 800
s 17493 T x
2 IZPEN
T
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Sumber: Diolah penulis (2023)
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Merujuk tabel 4. menunjukkan total penerimaan pada tahun 2022
sebesar Rp174.447,988 triliun, tahun 2023 sebesar Rp192.276,216 triliun, tahun
2024 sebesar 26.524,67 triliun, dan pada tahun 2025 sebesar Rp265.445,29 tiliun.
Total penerimaan pajak tertinggi dari jenis jasa konstruksi di pegang oleh
pekerjaan konstruksi (memiliki menengah, besar dan spesialis) dan total
penerimaan pajak terendah berada pada konsultasi konstruksi (memiliki).

Tabel 7. Persentase Peningkatan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi PPh Non

Final Pasal 17 UU PPh
I T |
‘ Tahun Jasa Konstruksi ‘ Sertifikat Badan Usaha / Kualifikasi | Persentase Peningkatan
[ 2022-2025 | Pekerjaan Konstruks: Memiliki / Kecil ‘ 08%
Memiliki / Menengah, Besar, 03%
Spesialis
lidak Memiliki 0,6%
1 Pekerjaan Konstruksi Memiliki | 1,914%
[ Integrasi - T
Tidak Memiliki 18%
3 Konsuitasi Konstruksi Memiliki v 1L911%
Tidak Memiliki 1,7%

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 7. persentase kenaikan tertinggi atas simulasi berada
pada pekerjaan konstruksi integrasi (memiliki) sebesar 191,4% dan persentase
kenaikan terendah berada pada pekerjaan konstruksi (memiliki/menengah,
besar, spesialis) sebesar 32%. Apabila dibandingkan dengan tabel 3. dan tabel 5.
persentase kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang tertinggi berada
pada simulasi tabel 7. yakni penggunaan PPh non final.

Berdasarkan tabel 2. simulasi perhitungan mencapai total penerimaan
pajak pada tahun 2022 hingga 2025 dengan tarif AMT sebesar Rp12.091.826,53
triliun. Berdasarkan tabel 4. simulasi perhitungan mencapai total penerimaan
pajak dengan PPh final pada PP No. 9 Tahun 2022 sebesar Rp106.485,723
triliun. Berdasarkan tabel 6. simulasi perhitungan mencapai total penerimaan
pajak dengan skema PPh non final menggunakan tarif badan sebesar
Rp841.753,484 tiliun. Potensi penerimaan pajak terbesar dari sektor konstruksi
dengan menggunakan PPh non final.

PEMBAHASAN
Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi dengan PPh Non Final
Hasil analisis proyeksi kemudian diaplikasikan pada analisis simulasi

penerimaan pajak atas jasa konstruksi agar terlihat perbandingan penerimaan
pajak dari implementasi PPh jasa konstruksi dengan PPh final dan non final.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa PPh non final cenderung menghasilkan
potensi yang lebih tinggi dengan peningkatan secara signifikan.

Kelebihan dan kekurangan penerapan PPh final dan non final kemudian
ditinjau melalui analisis four maxim, yakni keadilan (equity), kepastian hukum
(certainty), tepat waktu (convenience of payment), dan efisiensi (efficiency).
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Berdasarkan asas keadilan, skema PPh non final jasa konstruksi mempunyai
eksistensi yang besar dalam menegakkan keadilan perpajakan (Manuputty, et
al., 2018). Penerapan PPh non final dapat mewujudkan prinsip keadilan
horizontal di mana pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan
dikenai beban pajak yang sama. Dalam kasus ini, seluruh perusahaan jasa
konstruksi dapat dikenakan pajak non final tunggal agar tercipta keadilan yang
wajib beralih ke penggunaan pembukuan karena pada penggunaan pencatatan
perusahaan jasa konstruksi sering mengaku mengalami kerugian fiktif pada
usahanya (Adiningtyas & Zulaikha, 2016). Berdasarkan asas kepastian hukum,
PPh final dirasa masih belum mengikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya
kebijakan AMT tidak mampu untuk mengatasi kerugian yang dirasa
perusahaan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam PP No. 9 Tahun
2022 belum secara tegas menyatakan akan merubah kebijakan non final
dikarenakan masih mempertimbangkan evaluasi untuk penerapan keadilan.
Berbeda halnya dengan penggunaan PPh non final UU PPh untuk WP badan
yang cenderung sudah pasti. Selain itu, peraturan di PPh final belum mampu
mengatasi tax compliance WP karena masih terjadi penghindaran pajak dengan
mengaku rugi.

Berdasarkan asas efisiensi dan tepat waktu, lebih sesuai
implementasinya pada penerapan PPh non final. Artinya, penggunaan
pembukuan lebih efisien karena antara biaya pemungutan pajak yang sedikit
dan potensi penerimaan pajak besar melalui metode pelaporan keuangan
tersebut. Selain itu, pemungutan pajak non final dilakukan sesuai antara waktu
yang diberikan otoritas pajak dan penyelesaian kewajiban WP (Victor, 2017).
Penerapan PPh final pada PP No. 9 Tahun 2022 dan AMT dengan sistem
pencatatan memang mewujudkan prinsip kelayakan, yakni dari aspek
kemudahan dan kesederhanaan karena tidak menyulitkan pihak perusahaan
jasa konstruksi. Namun, hal tersebut justru menimbulkan praktik
penyimpangan pajak (Raditya, 2016). Penyimpangan ini terjadi karena skema
pencatatan, peredaran bruto tidak dikurangi dengan biaya-biaya perusahaan
sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Melainkan DPP dari peredaran bruto
dikalikan dengan PPh final. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan
jasa konstruksi untuk mendapatkan tarif pajak yang rendah (Febriansyah,
2023). Risiko penyimpangan tersebut perlu segera diatasi dengan penerapan
tarif PPh non final karena mengharuskan perusahaan jasa konstruksi
menggunakan pembukuan sehingga memudahkan pemerintah untuk melihat
transparansi transaksi perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Tjaraka, et al. (2019) yang
menganalisis tarif pajak non final untuk meningkatkan tax compliance serta
menciptakan optimalisasi kepastian hukum agar dapat mewujudkan
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kemudahan bagi pajak jasa konstruksi untuk implementasinya. Penerapan PPh
non final untuk mengatasi permasalahan tax compliance dapat segera diberi
kepastian hukum agar terwujud prinsip kepastian, yakni pemungutan pajak
harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan
hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi Pajak mengenai objek
pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata
cara dalam memenuhi kean perpajakan.

Sebelumnya terdapat kebijakan AMT untuk menekan kecurangan
perusahaan jasa konstruksi dalam menghindari kean perpajakan. Berbagai
negara juga berkomitmen dalam menerapkan AMT wuntuk sistem
perpajakannya, misalnya Selandia Baru, Belgia, Pakistan, Afrika Selatan,
Argentina, Tanzania, India, dan India (Vissaro, 2021). Sementara itu, penerapan
AMT di Indonesia mendapatkan justifikasi. Hal tersebut terjadi karena
banyaknya pajak badan mengalami kerugian akan tetapi masih menjalankan
bisnisnya secara komersial. Namun, implementasi AMT tidak diberlakukan
karena difokuskan untuk mendorong kegiatan usaha dan iklim investasi agar
tetap stabil bertujuan dalam melindungi basis pajak dan kepentingan
penerimaan negara dari praktik-praktik penghindaran perpajakan (Ortax,
2021). Oleh karena itu, penerapan tarif pajak non final menjadi pilihan tepat
untuk permasalahan fax compliance yang terjadi.

Penggunaan tarif non final menjadi alternatif terbaik untuk kebijakan
pajak pada masa pasca pandemi dilihat besaran potensi yang ada. Berdasarkan
data Kementerian PUPR (2020) jumlah perusahaan jasa konstruksi mengalami
perkembangan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Sektor ini menjadi
penyumbang terbesar terhadap perekonomian atas kinerja pada bidang
konstruksi dan manufaktur dengan persentase meningkat (Kementerian PUPR,
2023). Kontribusi perusahaan jasa konstruksi terhadap PDB yang melimpah
tersebut berpotensi untuk diselaraskan dengan kontribusinya terhadap
penerimaan pajak melalui penerapan PPh non final.

Skema Kebijakan Pajak Penghasilan untuk Jasa Konstruksi

Terjadinya perubahan dari PPh pajak final menjadi non final perlu
disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini dan untuk implementasi pada
kemudian hari. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam
menargetkan perluasan basis perpajakan. PPh non final memberikan batasan
untuk tindakan pelaku wusaha jasa konstruksi yang berupaya dalam
meminimalisir jumlah pajak yang terutang. Selain itu, perubahan bentuk
pencatatan transaksi (tarif PPh final) ke pembukuan (tarif PPh non final)
membuat para pelaku usaha jasa konstruksi tidak melakukan kecurangan
dalam laporan keuangannya karena dapat dideteksi oleh auditor.
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Gambar 1. Desain Kebijakan Pajak Non Final Jasa konstruksi
Sumber: Diolah penulis (2023)

Kebijakan pajak atas jasa konstruksi dengan tarif menggunakan PPh non
final. Pada gambar 1. dasar pengenaan pajaknya dari peredaran bruto
dikurangi biaya operasional, yakni laba dikenakan tarif PPh non final badan
sebesar 22%. Melalui proses pembukuan secara detail diketahui siapa saja
lawan transaksi perusahaan jasa konstruksi dan pemerintah dapat melakukan
pemeriksaan atas transaksi yang dianggap menyimpang atau tidak jelas.
Sebelumnya dilakukan audit laporan keuangan oleh auditor terhadap
pembukuan tersebut. Kelebihan dari peralihan non final ini dapat
mengeliminasi perusahaan jasa konstruksi yang selalu mengakui dirinya rugi.
Hal ini akan menciptakan rasa keadilan dengan penggunaan tarif yang sama.
Selain itu, ditujukan untuk mendorong kepatuhan pajak sehingga pemerintah
memperluas basis pemajakan dan menganalisis potensi pajak. Setelah itu,
dilakukan pembayaran pajak melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh
Menteri Keuangan. Perusahaan jasa konstruksi melakukan penyetoran dan
pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah penerimaan ke kas
negara dapat menjadi dukungan fiskal bagi perekonomian pasca pandemi.
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Kondisi Jasa Konstruksi di Indonesia dan Evaluasi Tingkat Kepatuhan PPh Jasa
Konstruksi

Sektor industri jasa konstruksi memainkan peranan yang sangat penting
dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Santoso, 2022). Sektor ini mampu
merangsang perkembangan infrastruktur sosial dan ekonomi yang lebih baik
untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Indonesia
menempati posisi kelima sebagai pasar konstruksi terbesar dengan
pertumbuhan tercepat dalam wilayah Asia-Pasifik tahun 2017 setelah negara
China, Jepang, India, dan Korea Selatan (Aecom, 2019). Selain itu, jasa
konstruksi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional. Berdasarkan pernyataan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Nasional, BPIW, Benny Hermawan (2022), sektor konstruksi rata-rata
berkontribusi 9,94% terhadap PDB nasional sepanjang tahun 2015 sampai 2021.
Sementara itu, pada tahun 2022 jasa konstruksi berkontribusi sebesar 9,45%
terhadap PDB dan menjadi urutan kelima sebagai sektor penyumbang
tertinggi. Berikut ini merupakan ringkasan statistik kontribusi industri
konstruksi terhadap PDB Indonesia yang secara umum mengalami
peningkatan dalam 12 tahun terakhir.

Gambar 2. Statistik Kontribusi Industri Konstruksi terhadap PDB
Sumber: Trading Economics (2023)

220 02

Realita tersebut tidak sebanding dengan realisasi penerimaan PPh jasa
konstruksi selama ini karena penerapan tarif PPh final. Founder DDTC,
Darussalam menyatakan bahwa pada tahun 2024 mendatang otoritas pajak
perlu berfokus pada sektor perekonomian yang masih tergolong under taxed
agar sanggup mendanai pembangunan berkelanjutan seperti yang telah
diagendakan pemerintah. Suatu sektor dikategorikan wunder taxed ketika
kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi
terhadap penerimaan pajak (Ismanto & Zang, 2023). Darussalam dari DDTC
(2023) menyatakan bahwa salah satu sektor tersebut adalah sektor konstruksi
dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,8% terhadap PDB, tetapi kontribusinya
terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 4,1% karena penerapan PPh final.
Jika ingin reform maka kontribusi sektoral ini harus diperhatikan dan
dipertimbangkan, apakah fair atau harus diubah (Mulyani, et al., 2018)
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Analisis Risiko dan Peluang Implementasi Skema

Berdasarkan skema perubahan tarif final jasa konstruksi menggunakan
PP No. 9 TEahun 2022 yang diinovasikan menggunakan skema non final
melalui tarif PPh badan sebesar 22% akan menimbulkan beberapa risiko
maupun peluang yang terindikasi dapat muncul. Analisis risiko digunakan
dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan peluang digunakan dalam
mengambil peran positif adanya keputusan yang diambil dalam kurun waktu
mendatang.

Perubahan kebijakan mengenai PPh final ke non final jasa konstruksi
menunjukan ketidaksesuaian peluang dengan penelitian yang dilakukan oleh
Tjahjono (2016), yakni mengenai sistem pengenaan PPh yang bersifat final
diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan
bagi WP. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Sartika (2015) yang
menunjukan bahwa perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final
memiliki penghindaran pajak (fax avoidance) lebih kecil dibanding perusahaan
yang dikenakan pajak penghasilan final. Berikut risiko dan peluang adanya
perubahan PPh non final jasa konstruksi:

Tabel 4. Risiko dan Peluang Perubahan Kebijakan Jasa Konstruksi

Risiko Skema PPh Non Final Jasa Peluang Skema PPh Non Final Jasa
Konstruksi Konstruksi
1. Wajib Pajak tidak sepenuhnya dapat | 1. Potensi penerimaan PPh non final jasa
menerima dan menyesuaikan ke skema konstruksi yang kian meningkat

PPh non final

o
[ ]

Wajib Pajak kekurangan informasi Tingkat pertumbuhan rax compliance
terkait perubahan kebijakan sehingga (kepatuhan pajak) yang meningkat
perlu sosialisasi dari pihak DJP

o

Perluasan basis pajak tdak selalu | 3. Wajib Pajak lebih adaptif dalam
memberikan dampak yang efisien pada menyesuaikan  segala  perubahan
proses kewajiban pajak kebijakan fiskus

4. Skema pembukuan menjadikan risiko | 4. Perubahan sifat pajak menjadi non

jangka pendek bagi Wajib Pajak karena final menyesuaikan guna memenuhi
tudak mampu menyelenggarakan kebutuhan penerimaan negara

| pembukuan , ) ,

5. Pelaporan SPT PPh final yang dapat | 5. Melatih kemampuan Wajib Pajak

menyebabkan kurang atau lebih bayar dalam menyelenggarakan pembukuan

sebagai bentuk perluasan basis pajak

Sumber: Diolah penulis (2023)
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tingginya kontribusi jasa konstruksi terhadap PDB Indonesia kontras
dengan realisasi penerimaan PPh yang masih tergolong minim akibat
penggunaan tarif final. Selama ini penerapan tarif final dilakukan karena usaha
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jasa konstruksi mengaku sering mengalami kerugian, padahal dari pembahasan
memperlihatkan bahwa jasa konstruksi menjadi sektor potensial dengan
penerimaan yang besar sehingga permasalahannya ada pada tingkat kepatuhan
pajak. Pajak non final dapat mengatasi hal tersebut dengan penerapan tarif
pajak non final yang akan mendorong perusahaan jasa konstruksi
menggunakan skema pembukuan sehingga pemerintah akan mengetahui pihak
mana saja yang berhubungan dengan transaksi usaha jasa konstruksi. Hal ini
dapat mendukung target pemerintah yang sedang berfokus pada perluasan
basis pemajakan melalui analisis potensi dari pihak yang bertransaksi.

Pemerintah memerlukan dukungan modal untuk membangkitkan
keterpurukan ekonomi akibat pandemi sehingga kebijakan ini juga dapat
memberikan peluang besar untuk membantu perekonomian terlebih mengingat
sektor konstruksi merupakan sektor potensial yang belum dimanfaatkan secara
maksimal dari sisi fiskal. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa kan
ada beberapa kemungkinan risiko yang akan dialami dalam
pengimplementasiannya sehingga pihak pemerintah perlu mempertimbangkan
mekanisme yang lebih matang untuk meminimalisir risiko tersebut.

Realisasi penerimaan pajak dari usaha jasa konstruksi masih jauh di
bawah realita pendapatan usahanya yang besar. Hal ini memperlihatkan bahwa
tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih rendah. Reformasi kebijakan pajak
penghasilan jasa konstruksi perlu dilakukan mengingat sektor ini memiliki
potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Temuan penelitian
ini memiliki implikasi yang penting bagi pembaca sebagai informasi dan bagi
pemerintah agar dapat mempertimbangkan skema kebijakan pajak penghasilan
non final yang ideal bagi jasa konstruksi. Hal ini perlu menjadi langkah
strategis pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi
sehingga dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui
tiskal.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki limitation yang dapat diperhatikan bagi peneliti
selanjutnya khususnya dalam memperoleh jumlah data perusahaan jasa
konstruksi yang terus mengalami perubahan. Peneliti selanjutnya dapat
mengembangkan penelitian ini yang membahas skema kebijakan PPh non final
yang ditinjau dari sudut pandang jasa konstruksi sebagai pihak yang akan
dikenai jenis pajak tersebut.
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